BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN =
SAJIAN DATA
Data Pengunjung Website www.slemankab.go.id

Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan pemerintah daerah yang

- telah melakukan praktek e-PR dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu  praktik e-PR adalah dengan adanya website
Www.slemankab.go.id. Pembuatan website ini bertujuan agar setiap
stakeholder Pemkab Sleman dapat mengakses data dan berbagai hal
mengenai Pemkab Sleman dengan mudah dan cepat. Tujuan pembuatan
website www.slemankab.go.id ditujukan untuk kepentingan. pihak eksternal.
Pengunjung website umumnya merupakan pihak-pihak yang berkepentingan

untuk mendapatkan data untuk kepentingan riset penelitian, tamu dari

~ daerah lain yang akan melakukan studi banding atau kunjungan kerja dan

masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, dan tanggéban
mengenai perkembangan Kabupaten Sleman. Disamping itu, ﬁihak internal
pemerintah  Kabupaten  Sleman juga membutuhkan  website
www.slemankab.go.id juga membutuhkan data-data yang terdapat di dalam
website untuk menunjang ketugasan sehari-hari.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah kabupaten dengan jumlah
perguruan tinggi terbanyak di DIY, oleh karena itu sebagai wilayah dengan

tujuan pendidikan, Kabupaten Sleman memiliki tingkat heterogenitas
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berbagai golongan dan kepentingan masyarakat_ Kabupaten Sleman inilah

website www.slemankab.go.id diciptakan.
Pada era yang serba digital keberadaan www.slemankab.go.id
mutlak diperlukan. Bukan hanya sebagai pemenuhan atas aturan
yang berlaku tapi juga sebagai jawaban untuk tuntutan masyarakat
akan kebutuhan informasi. Inilah yang berupaya kami wujudkan
melalui website www.slemankab.go.id. Media ini mampu
memfasilitasi kebutuhan komunikasi masyarakat dari bawah ke atas,
yang tidak dapat dipenuhi media lain (Kepala Bagian Humas
Sleman, hasil wawancara 8 November 2013)

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Humas Sleman
tersebut sesuai dengan tuntutan media baru pada praktek public relations.
Keberadaan media baru seperti halnya website telah menciptakan praktek e-
public relations pada Humas Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan
adanya website ini diharapkan ada pendekatan interpersonal antara
pemerintah kepada masyarakat yang selama ini telah jému dengan adanya
mass communication. Penerapan Information and Communication
Technologies dalam kehumasan menciptakan cyber public relations yang
ternyata efektif untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dengan lebih
efektif dan efisien sekaligus memberikan wadah bagi masyarakat untuk
menyampaikan pesan kepada Pemkab Sleman.

Fungsi Public Relations on Net telah ditunjukkan website
www.slemankab.go.id sebagaimana disampaikan Shel Holtz (1999). Dalam

website www.slemankab.go.id menunjukkan pemanfaatan website sebagai

media pengiriman release kepada awak media, menciptakan citra positif
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tentang perkembangan dan sitvasi negara yang dalam hal ini dapat
dilakukan dengan memberikan kritik dan saran atas kinerja pemerintah.

Untuk mengetahui jumlah pengunjung dari website, pengelola dapat
melakukan penghitungan melalui fasilitas vis.itor counter yang sudah terdata
dalam website. Sedangkan untuk mengetahui statistik pengunjung, jumlah
posting, mengedit, 'dan menambah posting, admin harus Jlog in terlebih
- dahulu pada website dengan memasukkan user name dan pas.s'w_ord. Hal ini
merupakan langkah jaminan keamanan yang dilakukan admin website untuk
menanggulangi adanya ‘pembajakan website oleh pihak liar. Pengecekan
jumlah pengunjung dan berbagai postingan di website memungkinkan
dilakukannya evaluasi secara berkala tentang pengelolaan website. Total
jumlah pengunjung website www.slemankab.go.id per November 2013
sejumlah 14289 dengan rata-rata pengunjung per hari berkisar 81 pengguna.
Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
| Tabel 3.1,

Perhitungan jumlah pengunjung pada website _

www.slemankab.go.id hingga bulan Desember 2013

Total visitors

Total reads 1.476.290
Reads today 81
Total visitors 569.796
Visitors currently online 41
Visitors today 42
Visitor yesterday 41
Visitor per month _ 14289
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Seperti disebutkan pada_bab sebelumnya terdapat beberapa menu di

website www.slemankab.go.id. Dari menu-menu yang terdapat di website

www.slemankab.go.id sejumlah menu berisi data statis yang tidak perlu

diupdate setiap harinya karena perubahannya terjadi dalam jangka waktu

cukup panjang, misalnya profil pimpinan daerah, laporan keuangan tahunan,

sejarah, data prestasi dan lain sebagainya. Sedangkan sejumlah menu perlu

diupdate dengan frekwensi hampir setiap hari bahkan lebih dari satu kali per

harinya. Sejumlah menu yang aktif diupdate setiap harinya diantaranya

sebagai berikut :

&.

Berita

Berita memiliki space terbesar di website www.slemankab.go.id.
Berita merupakan hasil tulisan dari berbagai hal. Sumber tulisan dapat
berasal dari aktivitas kepala daerah, isu terkini, jumpa pers, liputan
dari bagian humas, dan berbagai prestasi yang didapatkan.

Pada halaman muka website www._slemaxikaﬁ.go;id terciapat 3 berita
terbaru yang diperbaharui setiap harinya oleh adinin dari Bagian
Humas yang berwenang mengisi berita.

Surat warga

Surat warga berisi tanggapan, keluhan dan aspirasi pengguna website
atau warga masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan pemerintah.
Surat warga adalah bagian website yang tidak hanya diisi oleh admin

saja namun juga oleh user. Oleh karena itu tingkat update pada surat
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Berkenaan dengan hal tersebut admin website harus terus mengecek
bagian ini untuk menyaring tanggapan yang harus di approve dan
memfilter tanggapan yang dianggap tidak pantas untuk di trash.
Dengan mengecek setiap hari juga memungkinkan admin untuk
langsung menjawab tanggapan-tanggapan yang sifatnya ringan dan
tidak membutuhkan pertimbangan dari pengambil keputusan.

c. Galeri Photo |
Galeri photo memuat sejumlah foto aktivitas yang terjadi di kabupaten
Sleman. Sesedikitnya galeri photo harus di update sekali setiap
bulannya.

d. Agenda
Agenda berisi berbagai acara yang dapat diakses publik termasuk oleh
wartawan. Acara yang dimuat di agenda dapat diselenggarakan pada
hari libur sekalipun. Oleh karena itu agenda merupakan bagian dari
website yang harus secara rutin diubah a_ga;' 'ac;ufa-acara pemerintah

dapat diakses dan dipublikasikan bahkan sebelum acara berlangsung.

Aktivitas Pengelolaan Surat Warga Pada Website

www.slemankab.go.id

2.1. Pihak yang bertanggung jawab pada penangganan Surat Warga
Pengelolaan website www.slemankab.go.id terbagi menjadi dua jenis

pengelolaan yaitu pengelolaan teknis dan non teknis. Pengelolaan teknis
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bersifat teknis agar website dapat berfungsi optimal. Yang dimaksud
optimal dalam hal ini adalah mejaga agar website tidak dibajak oleh pohak
luar, dan mengoptimalkan kinerja website agar mudah diakses pengguna
tanpa memakan waktu pemuatan (Joading time) terlampau Jama. Yang
bertanggung jawab pada mesin pendukung operasional website agar dapat
difungsikan adalah Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Pemerintah Kabupaten Sleman. Berikut hasil wawancara peneliti dengan
salah satu staf Bidang Komunikasi dan Informatika.
Pengelolaan website menjadi salah sata sub kegiatan di Bidang
Kominfo. Tanggung jawab Kominfo dalam bal ini adalah
mengoptimalkan kinerja website dan menjaga agar website tidak
mudah dibajak pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu
Bidang kominfo juga bertanggung jawab untuk memastikan interlink
dalam website terkait langsung dengan link yang diinginkan. Interlink
akan dihubungkan dengan link terkait dengan SKPD (satuan kinerja
perangkat daerah) pengelola. Misalnya pengelolaan e-KTP
dihubungkan dengan link Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal
ini dilakukan untuk meminimalisir Joading time dalam membuka
website, sehingga memudahkan user, (Dedy Dwi C, S.LKom Admin
Bidang Kominfo Sleman, hasil wawaricara, 11 November 2013)
Sedangkan pengelolaan non teknis merupakan pengelolaan yang
berkaitan dengan segala hal yang menjadi isi dari website diantaranya
update berita, design, isi data statis, menu-menu utama, pengelolaan jejaring
sosial terkait dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya
mengoptimalkan website sebagai media promosi dan media penyedia
informasi yang efektif dan efisien. Varian dari isi website juga harus
beragam agar pengguna dapat mengeksplor informasi tentang Pemerintah

Kabupaten Sleman dengan tujuan dapat mempromosikan Kabupaten Sleman
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unggulan-unggulan potensi wisata baik yang merupakan aktivitas seni

- budaya, desa wisata, wisata kuliner, warisan budaya, maupun berbagai
lokasi wisata Sleman,

Melalui website, diinformasikan juga mengenai data prestasi yang
diraih Sleman setiap tahunnya baik yang diperoleh oleh perorangan maupun
lembaga yang berada di Kabupaten Sleman muléi dari skala lokal, nasional
bahkan internasional. Informasi ini penti_ng untuk ditampilkan mengingat
banyak sedikitnya kunjungan kerja pemerintah daerah lain ditentukan oleh
banyak sedikitnya prestasi yang didapat. Semakin banyak prestasi yang
didapat, akan meningkatkan daya tarik Sleman menjadi daerah tujuan
kunjungan kerja dari pemerintah daerah lain yang secara tidak langsung
akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sleman.

Informasi yang dapat diunggah ke website www.slemankab.go.id
tidak terbatas karena semua jenis media dapat diunggah ke dalam website -
mulai dari tulisan, gambar dan multimedia. Informasi bisa bersumber dari
berbagai hal. Berita misalnya umumnya dibuat dari berbagai aktivitas yang
terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman baik dari masyarakat
maupun kegiatan kepala daerah, perolehan prestasi atau isu yang tengah
hangat di masyarakat.

Oleh karena itu isi website Pemerintah Kabupaten Sleman harus
padat, namun ringkas seperti harapan pengguna tanggung jawab

pengelolaan non teknis ini berada pada Bagian Hubungan Masyarakat,
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terkandung di. dalam website www.slemankab.go.id, maka diperlukan tim
untuk menangani masing-masing rubrik tersebut.

Untuk pengelolaan konten, tergantung pada jenis konten. Karena kita

menyadari bahwa konten dalam website terlalu banyak untuk

ditangani hanya oleh satu admin. Karena saya yakin pengelolaan
website bukan hal yang mudah dan menyita banyak waktu. Makanya
diperlukan sebuah tim yang khusus menangani penanganan konten
tersebut. Di Humas, tim itu terdiri dari empat orang yang bertanggung
jawab mengelola isi website setiap harinya, termasuk hari libur,
karena pekerjaan toh tidak harus dikerjakan di kantor, bisa di rumah
bahkan pake smartphone pun bisa. (Dra. Endah Sri W, MPA, Kepala

Bagian Humas Sleman, hasil wawancara, 12 November 2013)

Untuk pengelolaan non teknis ini, Bagian Humas memiliki tim
internet  yang  bertugas mengupdate informasi di  website
www.slemankab.go.id setiap harinya. Tim ini terdiri dari 4 orang yang
memiliki job description berbeda-beda yakni sebagai berikut :

a.  Pengelola berita

Pengelola berita mengelola posting berita di  website
www.slemankab.go.id. Pengelolaan ini dipegang oleh Aan Andayani,

A.Md, staf sub bagian Publikasi, Bagian Humas Setda Sleman. Setiap

harinya ada dua hingga tiga berita yang dapat diunggah di website

www.slemankab.go.id. Berita yang diunggah umumnya berasal dari
release berita yang setiap harinya dihasilkan oleh Bagian Humas.

Admin pengelola berita berhak untuk melakukan editing berita setelah

melakukan pengecekan kebenaran berita, dari Sub Bagian

Dokumentasi dan Informasi Bag Humas yang bertugas melakukan

peliputan. Selain mengunggah berita, admin pengelola berita juga
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dimaksud dalam berita. Gambar dapat berupa foto atau gambar lain ===

yang terkait berita.
Setiap hari minimal ada dua berita yang harus di-upload, tapi
kalo pas hari libur memang jumlahnya menurun, kan aktivitas
kantor juga tidak ada, jadi biasanya berita diganti dengan
sumber informatif lain. Berita di website berbeda dengan berita
yang ditampilkan di media cetak, berita di website harus punya
head yang menarik, karena kalan head-nya menarik, pembaca
tertarik membaca link lebih lanjut. Makanya kadang saya edit
beberapa bagian berita, biasanya se judul berita supaya lebih
menarik. (Admin Pengelola Berita, hasil wawancara 12
November 2013)
b. Pengelola Surat Warga
Surat Warga seperti sebelumnya dijelaskan adalah bagian dari
website yang menjadi wadah tanggapan dan keluhan warga.
Pengelolaan surat warga menjadi tanggung jawab Tri Sunu Yulianto,
S.Sos, staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. Meskipun admin
surat warga dipegang oleh satu orang namun untuk menjawab
berbagai pertanyaan dan keluhan yang beragam, admin surat warga
juga dibantu oleh banyak pihak dari dinas instansi terkait yang
tergabung dalam tim Pelayanan Aduan Multi Kanal Akses. Tugas
pengelola surat warga setiap harinya adalah melakukan monitoring
surat warga untuk dilaporkan ke Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, As‘is_ten Sekda Bidang

Pembangunan dan Asisten Sekda Bidang Administrasi selambat-

lambatnya pukul 9.30 setiap harinya sesmai SOP. Dalam aktivitas
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-tanggapan dan keluhan yang masuk, memilih mana diantara
tanggapan yang di-approve atau di-trash.

Tugas admin juga menjawab keluhan dan tanggapan menjadi
wewenangnya seperti misalnya pertanyaan tentang alamat, pertanyaan
tentang agenda dan jadwal-jadwal yang sudah ada di pengumuman.
Admin juga bertanggung jawab untuk meneruskan jawaban tanggapan
dari SKPD ke Surat Warga demikian juga sebaliknya, admin bertugas
menyampaikan atau mengingatkan tim lain di SKPD untuk segera
menjawab pertanyaan atau tanggapan yang diajukan masyarakat.

Setiap harinya sebelum jam 9.30 monitoring surat warga sudah

‘harus ada di meja atasan, karenanya sebehimnya saya sudah

harus selesai meng-gpprove  dan melaporkannya, karena

biasanya jam 10.00 sudah ada disposisi atau jawaban dari atas
tentang keluhan. Kalo terlambat dari jadwal itu, keluhannya bisa
baru dijawab besoknya. Selain melaporkan monitoring ke atasan
saya biasanya juga meminta jawaban langsung dari teman-teman
dari tim aduan keluhan, Biasanya pagi itu juga saya sms dari
sms gateway buat ngingetin kalo ada keluhan. Kadang mereka
menjawab lewat sms atau email jika jawabannya panjang, dari
situ jawabannya saya teruskan ke Surat Warga, jadi masyarakat
cepat mendapatkan jawaban atas keluhannya. (Admin Surat
Warga, hasil wawancara 12 November 2013)
c. Pengelola Agenda

Agenda juga merupakan data yang harus diperbaharui setiap
hari, oleh karena itu dibutuhkan seorang admin khusus yang
menanggani. Tanggung jawab ini dipegang oleh Siti Halimah, S.S.,
Staf Sub Bagian Publikasi Agenda yang ditampilkan merupakan

agenda kegiatan yang dapat diakses langsung baik oleh masyarakat
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diantaranya jadwal kegiatan kepala daerah. Namun demikian tidak
semua agenda kepala daerah dapat dicantumkan, tergantung dari sifat
kegiatan tersebut, misalnya rapat internal tentunya tidak ditampilkan
di website www.slemankab.go.id.
Setiap hari agenda kegiatan harus diubah, selain supaya
terpublikasi juga supaya masyarakat bisa mengontrol apa saja
yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program
pemerintahan. Agenda berasal dari jadwal kegiatan Bupati yang
setiap hari dibuat oleh Aspri Bupati dan dari jadwal kegiatan
SKPD yang dilaporkan ke Bagian Humas setiap hari. Agenda
yang tercantum di website semuanya dapat diakses publik,
artinya publik bisa ikut datang dan berpartisipasi pada kegiatan
tersebut. Kalo kegiatannya internal ya tidak dicantumkan di
website untuk menghindari kesalahpahaman., (Admin Agenda
Kegiatan Pemda, hasil wawancara 12 November 2013)
d. Pengelola galeri photo dan data statis
Meskipun galeri photo merupakan bagian dari website yang
harus di update teratur namun_jadwal update nya tidak sesering yang
lain. Oleh karena itu admin yang mengelola galeri photo juga bertugas
mengelola data statis, Pengelola dua bagian ini adalah Aris
Herbandang, S.IP. Galeri photo diubah sedikitnya setiap bulan
minimal sebanyak sepuluh foto. Sedangkan data statis diubah jika
terjadi perubahan atas data tersebut. Misalnya profil kepala daerah

akan dirubah setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
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2.2. Jadwal update Surat Warga di website www.slemankab.go.id
Dengan sistem pengelolaan tersebut, otomatis membuat seluruh
Jjadwal kegiatan online pada website menjadi tidak seragam. Setiap admin
memiliki jadwal masing-masing dalam meng-update isi website yang
menjadi bagian dari tanggung jawabnya bergantung dari kapan ia mendapat
informasi baru. Namun demikian secara umum setiap. bagian di website
www.slemankab.go.id diperbaharui setiap hari dengan pertuimbangan
bahwa website diakses oleh pengguna yang membutuhkan informasi terkini
sehingga informasi yang berada di website harus merupakan berita yang

tidak basi. Frekwensi jadwal perbaharuan data dapat diliat pada yang

dilakukan admin berita dalam mengunggah berita.
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Pada gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa berita diperbaharui
setiap hari. Tiga berita terakhir diperbaharui pada dua hari yang berbeda
yakni tanggal 14 November 2013 dan tanggal 15 November 2013. Hal ini
membuktikan kinerja admin yang berupaya agar berita yang dikonsumsi
publik merupakan berita terkini.

Demikian juga dengan surat warga, bagian ini merupakan bagian yang
sangat penting untuk dimonitoring setiap harinya karena menyangkut

kepentingan pihak eksternal yakni masyarakat.
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Gambar 3.2

Contoh Respon Jawaban di surat warga www.slemankab.go.id

“Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa admin‘n-lcnjawab keéluhan -

secépatnya dan menerima keluhan tepat pada saat keluhan dilayangkan dari
warga masyarakat. Hal ini karena monitoring surat warga dilakukan setiap
hari untuk mengantisipasi adanya aduan yang cukup penting terlewat. Hal
ini merupakan salah satu bentuk layanan prima .yang diberikan Pemerintah
Kabupaten Sleman kepada masyarakat. Menurut admin surat warga, T;i
Sunu Yulianto, S.Sos menyatakan :

Setiap hari ada tiga hingga empat keluhan warga yang kami terima

lewat www.slemankab.go.id. Jika saya absen schari saja tidak
melakukan monitoring dan meng-approve keluhan yang masuk maka
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setiap hari dan sepagi mungkin. Jika saya cuti pun admin dari bagian

lain bisa menggantikan tugas saya, atau bisa saya monitoring dari

rumah kemudian diemailkan ke kantor untuk dilaporkan ke atasan
setiap harinya. (Admin Surat Warga, hasil wawancara 12 November

2013)

Selain memonitoring Surat Warga, admin juga harus berupaya
memberikan jawaban atas keluhan warga secepat mungkin. Hal ini menjadi
komitmen Bagian Hubungan Masyarakat Sleman bahwa pelayanan publik -
melalui website merupakan salah satu upaya aparatur pemerintah dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publlik.

Website menjadi sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
Kemajuan teknologi informasi ini harus dibérengi dengan disiplin admin
dalam memperbaharui isi website dan merespon tanggapan dan keluhan
masyarakat. Jika website tidak diperbaharui secara rutin justru akan
memperburuk citra pemerintah daerah, karena dianggap website hanya

sebagai pelengkap' namun tidak digunakan sebagai wadah pelayanan

massyarakat.

2.3. Jenis keluhan yang masuk di Surat Warga www.slemankab.go.id.

Keluhan yang masuk di website www.slemankab.go.id bisa beragam
jenisnya. Mulai dari keluhan yang bersifat informatif bahkan bernada
teguran bagi kinerja pemerintah. Keberagaman jenis keluhan berpengaruh
pada siapa yang bertanggung jawab menanggani keluhan, Sama halnya

dengan yang berlaku pada penangganan aduan dan keluhan masyarakat di
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Setiap aduan akan diteruskan pada qdmin yang berada di SKPD
(satuan kerja perangkat daerah) terkait yang mengetahui pasti jawaban atas
keluhan tersebut. Misalnya aduan tentang Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
Masyarakat) akan ditangani langsung oleh admin dari Dinas Keschatan. Hal
ini memungkinkan keakuratan data dan jawaban kepada pengguna website.
Oleh karena itu admin Surat Warga setelah memonitoring surat warga harus
memberitahu admin bersangkutan untuk memberikan jawaban atas keluhan

dimaksud secepatnya, Hal ini rutin dilakukan oleh admin Surat Warga, Tri

Sunu Yulianto, S.Sos.

Setiap hari saya mengecek surat warga, membuat list kemudian
melaporkannya ke atasan. Jika jawaban atas keluhan sudah saya
ketahui atau bisa dicari di literatur yang dimiliki humas, maka keluhan
tersebut akan saya jawab langsung, tapi jika keluhan terkait dengan
penjelasan teknis dan rumit saya akan meneruskannya ke SKPD
terkait. Biasanya saya langsung sms ke admin di SKPD tersebut lewat
sms gateway Pemkab untuk mengingatkan keluhan tersebut, dengan
begitu admin teersebut akan segera mengecek keluhan dan
‘menjawabnya. Jawaban bisa dikirim langsung oleh admin .atau di
‘email ke saya untuk saya jawab. Sedangkan keluhan-keluhan yang

~ membutuhkan jawaban dari pimpinan umumnya dijawab setelah
monitoring diterima pimpinan. Jaawaban akan saya terima untuk saya

" “teruskan ke penanya, Teknisnya mudah dan cepat sepanjang admin
juga disiplin dalam menjawab keluhan. (Admin Surat Warga, hasil
wawancara 12 November 2013)

Dengan demikian cepat lambatnya proses jawaban keluhan sangat
ditentukan dari jenis keluhan yang disampaikan masyarakat. Keluhan yang

mudah atau terkait dengan kehumasan akan langsung dijawab oleh admin
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Keluhan :

zahra adina zahra.adina0l@gmail. com

slamat malam bpk/ibu. Saya mahasiswi yang sedang dalam proses
pengerjaan skripi yaitu tentang langkah-langkah hukum pemerintah
daerah dalam menerima pelimpahan pemungutan PBB P2 di kab.
Sleman. kira2 sya boleh tidak untuk mengetahui apa saja langkah- -
langkah yg di lakukan oleh pemerintah kab, Sleman dalam menerima
pelimpahan PBB P2 tsbt? Terimakasih

Jawaban :

Admin : bappeda@siemankab.go.id

Terimakasih Sdr Zahra Adina, untuk memperoleh data yang Sdr
perlukan, kami persilahkan Sdr untuk mengurus ijin penelitian ke
Bappeda Sleman J1. Parasamya Beran, Telp 868405 pesawat 1170.
Adapun syarat ijin penelitian

1. Surat pengantar izin penelitian dari Kampus atau Setda Provinsi

DIy,

2. Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing
dan daftar pertanyaan,

3. Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian
(Blangko tersedia)

4. Foto peneliti ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar,

5. Surat keterangan dari Departemen Teknis dan Gubernur bagi
pemohon yang berstatus Warga Negara Asing,

6. Pemohon datang sendiri.

Syarat lengkap dapat dilihat di

http://bappeda.slemankab.go.id/persyaratan-izin-penelitian/

Sedangkan untuk penanganan keluhan yang sifatnya Ebili teknis dan
rumit, admin terlebih dahulu meneruskan aduan ke admin dari SKPD terkéit

dan menjawab aduan sesuai dengan jawaban dari SKPD tersebut. Contoh
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sunu Infa 2013710725 at 09:30 Surat Warga

sunbtarginaretag@yahco.co.d iidpada pifatcthkal, ' i 1255 B
103.10,110:39 saya mau menanyakan '

1. bagsimana caianya untukmengetahw stalus pengajuan sérifiket tanah (pecakr

viansag) stidzh Sejauti-mana & akan elessi Kapan ?

2 ncrmalnyz berapa lama proses pemhua{an sedtifikattsh selasal.?

3; :apakgh ada website yang. menqupdata da!a tshatay harus menghubungl mana-?

terima kasih
st

“ Adaiinte: |
Meruawab

=$auda.'a.
“Ald pertanyasin Saudar dapat kom ilomnsikan bakhl

Gambar 3.3
Contoh respon aduan yang melibatkan multi instansi

Data identifikasi masalah di Bagian Humas Kabupaten Sleman
menunjukkan kecenderungan bahwa masyarakat memberikan'rcspon berupa
keluhan dan krifik kepada institusi yang mgmberiig'a:n: 'pg"layanein- pﬁblik |
sec:'ara langsung kepadé masyarakat seperti _diantal;anya' ‘adalah Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Pelayanan Perijinan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hal ini

disebabkan masyarakat umumnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan

teknis yang dilaksanakan oleh instansi-instansi tersebut. Berdasar data

jumlah keluhan hasil identifikasi masalah masyarakat yang dikumpulkan
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Tabel 3.2.
Jumlah Identifikasi Masalah Masyarakat Kab. Sleman

B L P st e ! vt )| e e |
1. | Januari 2012 21 - 8 9 25 20
2. | Februari 2012 18 4 11 13 18 10 8 82
3. | Maret 2012 24 6 17 13 17 8 18 103
4. | April 2012 23 19 12 8 13 9 12 96
5. | Mei 37 23 15 5 10 5 10 105
6. | Junf 18 31 14 6 9 7 13 98
7. | Juli 21 37 8 7 10 3 5 91
8. | Agistus 2012 13 18 8 - 2 | - 18 - 69
9. | September 2012 8 2 4 7 - 2 5 28
10. | Oklober2012 11 8 3 7 - - 3 32
1L | Nojember201z | 8 3 8 2 7 - 6 31
12. | Defember2012 | 12 3 7 - 7 - 8 37
13. | Jaquari 2013 8 2 4 7 2 - 5 28
14. | Februari 2013 14 4 3 4 9 2 4 40
15. | Maret 2013 22 3 12 4 3 . 3 47
16. | April 2013 12 3 7 - 7 - 10 39
17. | Mei2013 21 3 13 4 2 1 | 3 47
18. | Juni2013 | 18 21 8 - 5 - - 52
19, | Jufi 2013 21 17 5 - 3 - 10 56
20. | Abustus2013 | 17 10 7 | - - - 1 3 37
"21. | Stptember2013 | 21 11 13 4 12 : 61
" 22. | Oktober 2013 22 3 12 s | 3 |- 5 49
23. | November 2013 11 9 8 6 - 3 3 40
24. | Desember 2013 12 9 12 3 - - 5 41
Total 413 246 219 113 174 80 154 1438

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keluhan paling banyak
diterima oleh Dinas Kesehatan kemudian Dinas Pendidikan dan Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas Kesehatan pada tahun 2012 dan
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‘penyelenggaraan _layanan kesehatan ‘bagi masyarakat miskin melalui
Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda. Oleh karena itu tingkat pertanyaan
dan keluhan sangat tinggi pada tahun 2012-2013, Sebagian besar pengguna
website yang menyampaikan keluhan kepada Dinas kesehatan menanyakan
tentang mekanisme pendaftaran dan beberapa keluhan klaim yang tidak
* terlayani di sejumlah fasilitas layanan kesehatan.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan institusi tertinggi
yang menjadi rujukan mengenai pendidikan di Sleman. dapat diamati bahwa
jumlah keluhan mengenai pendidikan meningkat drastis pada bulan April
hingga Juli dan normal pada bulan-bulan Iaiﬁ. Hal ini terkait dengan
banyaknya masyarakat yang membutuhkan informasi terkait tahun ajaran
baru dan kelulusan anak didik pada bulan-bulan tersebqt. Pada bulan-bulan
lain umumnya Dinas Pendidikan menerima pertanyaan mengenai
~ mekanisme¢ dan prosedur pengaju'an 5easiswa, propo_sél pengajuan dana
pendidikan dan keluhan mengenai pen_y_elew_enéqn déﬁa BOS yang dinilai
rentan di mata masyarakat. |

Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas
Hubkominfo banyak menerima aduan mengenai kerusakan infrastruktur dan
penerangan jalail umum. Tingginya aduan di kedua instansi ini disebabkan
masyarakat akan menyampaikan kerusakan di setiap infrastruktur kepada
kedua instansi ini meskipun infrastruktur yang dimaksud bukan merupakan

kewenangan Pemda Sleman. Hal ini lah yang menyulitkan admin instansi
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infrastruktur yang berada di wilayah Sleman merupakan kewenangan
Sleman untuk membangun dan memperbaiki.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat banyak sorotan
mengenai pengadaan e-KTP yang banyak menuai protes karena
keterlambatan proses pembuatannya. Selain itu masyarakat juga banyak
menanyakan tentang prosedur perpindahan penduduk, pembuatan akta
* kelahiran dan lain sebagainya. Demikian juga Kantor Pelayanan Perizinan
yang banyak menerima aduan mengenai pemberian izin sejumlah tempat
publik yang menganggu ketertiban dan keamanan umum sehingga perlu
ditinjau kembali. Umumnya aduan semacam ini akan ditindaklanjuti Kantor
Pelayanan Perizinan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai instansi terkait.

Produk  Hukum  Pendukung Penanganan = Surat  Warga
www.slemankab.go.id

Untuk mendukung terlaksanany'a' proses penanganan aduan dan
keluhan diperlukan payung hukum untuk menjamin kelancaran proses
penanganan aduan keluhan. Landasan hukum penyelenggaraan layanan
aduan keluhan diawali dengan lahirnya UU No.14 Tahun 2008 yang
kemudian ditindaklanjuti dengan dibvatnya sejumlah peraturan oleh
pemerintah daerah. Menyadari pentingnya layanan aduan keluhan,

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat peraturan sebagai payung hukum
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Sleman untuk memberikan layanan primma khususnya dalam hal pemberian

layanan aduan dan keluhan.

3.1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik merupakan titik tolak dimulainya transparansi
penyelenggaraan pemerintah. Keberadaan UU KIP menjamin hak warga
negara untuk mengetahui mendetail tentang berbagai rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik dam proses pengambilan
keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan tersebut. Dengan
demikian secara tidak langsung UU KIP juga turut mendorong peran aktif
publik dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Bab II bagiau kesatu Pasal (2) éyat (3) disebutkan bahwa “setiap
. informasi publik harus dapat diper'oich setiapr pe‘rﬁohon informasi publik
dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Ayat inilah
yang dijadikan dasar oleh Pemrintah Kabupaten Sleman untuk membuat
wadﬁh keluhan dan tanggapan melalui web yang murah, dapat diakses
ﬁasyarakat dengan cepat dan cara yang mudah.

Ditegaskan pula tentang Kewajiban Badan Publik di bagian Keempat

Pasal 7 ayat (6) disebutkan bahwa Dalam rangka memenuhi kewajiban
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dapat memanfaatkan sarana dan / atau media elektronik dan non elektronik.

Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan sarana pelayanan

informasi publik dapat diwujudkan dalam berbagai media termasuk

diantaranya media elektronik seperti televisi, radio dan website tentunya.
Selain UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaﬁn Informasi Publik,

pelayanan informasi kepada masyarakat juga d?atur dalam beberapa

peraturan perundang-undangan lain diantaranya

1.  Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU
No. 14 Tahun 2008

2.  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan informasi Publik

3.. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentanG prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

"~ 3.2. Standard Operationii-_P;'ocedure

Pemerintah Kabupaten Sleman merespon kebutuhan masyarakat akan
{ayanan informasi publik seperti yang dimaksud pada Undang Undang No.
14 Tahun 2008 dengan membuat sejumlah peraturan yang mengatur tentang
bagaimana pelaksanaan informasi publik di tingkat daerah khususnya di
kabupaten Sleman. Peraturan ini dibuat untuk menjamin hak-hak

masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Peraturan tersebut
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Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik
Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Informasi

Publik di Bagian Humas dibuat dengan sejumlah dasar hukum terkait

yaitu:

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

S. . Per_atp:an —Menteri Da‘laﬁiNegeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

7.  Peratuan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009

tantana MNroanicaci Poranalr-at TMaarah Damarintah T alhimmatan



8.  Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
9.  Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
10. Keputusan Bupati sleman Nomor 235/ Kep.KDH/A/2013

"tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kabupaten Sleman

Sebagai sarana pelaksanaan SOP Pelayanan Informasi Publik
Pemkab Sleman juga membuat sejumlah peraturan yang merupakan
dasar penugasan sejumlah personil pelaksana SOP yakni SK Bupati
No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Media
Massa, Surat Edaran tentang mekanisme layanan SMS No. 48/ 2235
tanggal 27 Oktober 2007 serta Keputusan Bupati Sleman
‘No_._ﬁolfKeh;KDI-I'/_A/ZOIZ tentang pelaksana kegiatan layanan
infoﬁnasi publik f’emkab Sleman.

Dalam SOP ini ditegaskan bahwa jika SOP pelayanan informasi
publik tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi
komplain pemohon informasi karena informasi yang diminta tidak
terpenuhi, menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah
Kabupaten Sleman serta terkendalanya Vagian Humas dalam

menyediakan informasi secara tepat waktu. Oleh karena itu diperlukan
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dengan SKPD terkait, kompilasi data dan informasi publik secara
menyeluruh ke SKPD terkait, menyiapkan database informasi dan
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM.

Dalam SOP ini diatur tentang bagaimana mekanisme pelayanan

informasi publik yang dikoordinasi oleh Bagian Hubungan
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Mutu Baku
Pelaksana
Uralan Prosedur Sekretatiat Keterangan
Pengelola Informasi PPID PPID Pembantu Kelengkapan Waktu Output
dan Dokumentasi
Menerimaan permintaan informas{ public dari ( ) Formulir permintaan 15 menit Informasi Secara lisan dan tertulis melalui
pemohen (tertulis atau tidak tertulis) Informasi media cetak maupun elektronik
Memeriksa kelengkapan permohonan, informasi 15 menit Dokumen Sesual persyaratan yang tertuang
mendokumentas! dan mengklasifikasi informasi. Bila ‘informasi dalam Perbup No.239 Tahun 2013
kelengkapan pemohon belum sesuai akan dikirimkan: Ttg Pedoman Pengelolaan Informasi
surat yang meminta pemohon melengkapi dan Dokumentasi di Lingkungan
persyaratan permohonan infermasi. Pemerintah Kabupaten Sleman BAB
Menelaah permintaan Informast dan diteruskan ke 11]
PPID
PPID memerintahbkan petugas Sekretariat Pengelola Dokumen informasl 60 menit Diposisi dan Informasi yang Dikecualikan sesuai
informasi dan Dokumentasi untuk memberikan dokumen dengan UU No. 14 Tahun 2008 ttg
informasi yang diminta pemohon bila Informasi telah permohonan Keterbukaan Informasi Publik BAB V.
tersedia. informasi
Jika informasi yang diminta adalah informasi yang v
dikecualikan maka akan memerintahkan membuat
surat penolakan permohonan informasi. |:
Bila informasi yang diminta berada di OPD maka PPID
memerintahkan PPID Pembantu menyiapkan
informasi yang dibutuhkan.
PPID Pembantu menyiapkan infermas! yang diminta v Disposist dan 8 hari Materi lengkap
sesual dengan bidang ketugasannya dan mengirimkan Dokumen
ke Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. permohonan
) l informasi
Menyiapkan dan menyusun tanggapan atau infermasi Materi lengkap 120 menit | Draf jawaban
sesuai permintaan pemohon :
Memberikan persetujuan dan atau menandatangani tidak Draf jawaban 60 manit Persetujuan
dokumen atas informasi yang akan dilayangkan/ jawaban
diberikan kepada pemohen.
Menyampalkan Informasi public yang diminta kepad Ya Persetujuan 15 menit Jawaban Penggandaan dan pengitiman salinan
pemchon. ( ) < jawaban informasi dibebankan kepada pemohon
8 hari 4 jam
45 menit

Sumber: Bagian Humas Skretariat Daerah Kabupaten Sleman
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Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan
Sebagai tindak lanjut dari standar operasional pelayanan publik,
Pemkab Sleman juga telah memiliki standar operasional prosedur
yang mengatur tentang mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat.
Menurut admin layanan aduan dan keluhan Tri Sunu Yulianto dalam
wawarncara mengatakan :
Layanan aduan memerlukan SOP resmi dari pimpinan, karena
dengan adanya legalitas tersebut kami dapat menegaskan
pentingnya pelaksanaan pelayanan publik. SOP ini mengatur
lama waktu penyelesaian aduan dan bagaimana resiko yang
ditanggung oleh kami jika tidak dapat memenuhi pelayanan
pengaduan tersebut. (Admin Surat Warga, hasil wawancara, 12
November 2013).
SOP Pelayanan Pengaduan dibuat dengan dasar hukum dari UU
no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU no. 9 Tahun 1998
téntang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU
No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,.
?énnéndagﬁ No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.
Ditegaskan pula oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Sleman, Dra. Endah Sri Widiastuti bahwa ketidakdisiplinan

pelaksanaan SOP dapat menyebabkan lambannya.upaya menanggapi

adudn dan permasalahan masyarakat yang pada akhirnya akan
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Sebagai upaya evaluasi dan pengawasan pimpinan terhadap
terlaksananya SOP ini maka admin layanan aduan harus membuat
laporan monitoring permasalahan harian dan laporan identifikasi

permasalahan bulanan.
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-} - r )
— _Bagian'Hubungan Masyarakal___{ g, pati, Wakil SKPD Terkaft Mutu Baku
) Staff Tim Bupat,. = | SERTIM | o ———] R
Uraian Prosedur Layanan sK:paBIa Kabag. Sekretails. | - Layanan SKZS:I::;SI Kepala Kepala Kelngkapan W Outout Keterangan
Aduan/ . u bl 29 Humas _Daersh,.. . Aduan/ U 9 SKPD Bidang P
. Keluhan ) Asisten Sekda | Keluhan . ]
Menerimaan aduan, ' . . Memeriksa
mengidentifikasi aduan dan ( N ' ' v&i‘::ﬁe‘ 120 menit | Dokumen | kelengkapan identitas
mendokumentasikan atau ) . s pengadu
meregister . . - . .
Memeriksa aduan yang telah ;}_ Dokumen | 120 menit | Dokumen
tercatat/teregister ]
Melaporkan aduan kepada — . Dokumen | 120 menit | Dokumen
pimpinan T | ]
Mendisposis! aduan dan
memberikan arahan kepada Dokumen 2 hai Dqkumeq,
SKPD terkait langsung atau J. ] i j, . Disposisi
melalul bagian humas ¥ v
Menerima dispesis] aduan dan Dokumen ) Dokumen,
menyampaikan kepada pimpinan Dis osisi' 1 hari disnosisi
SKPD ‘ | P P
Mendisposisi aduan dan Dokumen, . Dokumen,
memberikan arahan kepada disposlsi 2 hari Disposisi
bidang terkait
Menyusun tanggapan aduan Khusus adua_n yang
sesual arahan pimpinan A Konsep memeriukan tinjauan
Dokumen, & harl surat lapangan dan lintas
Disposisi tanagapan OPD ditanggapi paling
y 0gap lambat 14 hari aleh
. CPD.
Menyetujul dan menandatangani N Konsep Surat
tanggapan aduan - < surat 2 hari
ggap \/‘ tanggapan tanggapan
Mengirimkan tanggapan aduan ke I Surat 120 menit Surat
Bagian Humas - | |‘ tangigapan tanggapan
Menerima tanggapan aduan dari J Surat ] Surat,
SKPD dan mendisposisl untuk ) I:] tanggapan 30 menit disposisi
ditanggapi . ___
Menanggap! aduan dan | curat . M;ndlstnbus'lkand'
mendokumentasikan tanggapan ( ) i urat, jawaban sesuai media
aduan a9 disposis! 120 menit | tanggapan yang digunakan
. pengadu
angan; esssmemmmm  (garis tebal) : jalur cepat distribusi pengaduan ke SKP : 3 ‘harl
. : Jam
30 menit

Sumber: Bagian Humas Skretariat Daeréh Kabupaten Sleman
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3.3. Peraturan Kepala Daerah

Komitmen Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan
pelayanan publik khususnya untuk mewujudkan keterbukaan informasi
publik juga diwujudkan melalui dibuatnya Peraturan Kepala Daerah yakni
Peraturan Bupati Sleman No. 239 Tahun 2013 tentang pedoman
pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman. Dalam Peraturan ini diatur mengenai bagaiamana tata
. cara permohonan informasi dari pemohon informasi kepada pemerintah
daerah serta hak dan kewajiban pemohon dan pemberi informasi.

Melalui peraturan daerah ini diperjelas mengenai komitmen Pemda
Sleman dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi seperti
yang tertuang pada Pasal 26 Perbup No. 239 Tahun 2013

1)  Pemohon berhak memperoleh informasi publik

2)  Pemohon berhak memiperoleh pelayanan informasi publik dari

Badan Publik Daerah |

3) Pemohon berhak untuk mengajukan keberatan atas pen;)lakan

permintaan informasi publik oleh PPID

4) Pemohon berhak mengetahui alasan penolakan permintaan

informasi publik

Dengan adanya peraturan ini maka pemda Sleman memiliki kewajiban
memberikan semua informasi publik yang bersifat wajib dan tidak termasuk

dalam informasi yang dikecualikan. Dalam peraturan ini juga diatur
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keberatan pemohon informasi. Sengketa informasi dapat diselesaikan

melalui mediasi hingga ke ranah hukum seperti yang diatur dalam Bab V

pasal 31 Penyelesaian Sengketa informasi

L.

Penghitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dimulai
sejak surat permohonan dit'erima oleh PPID

PPID melaporkan sengketa informasi menyiapkan bahan-bahan
terkait sengketa t dan mengkoordinasikan dengar_l bagian
Hukum dan SKPD terkait tersebut paling lambat 3 hari kerja
setelah surat keberatan diterima PPID. Hasil rapat koordinasi
dan mediasi ditvangkan didalam berita acara tertulis
ditangdatangi oleh oleh seluruh peserta rapat

Bag. Hukum Sekretariat daerah mempersiapkan kajian dan
pertimbangan untuk disampaikan kepada Tim Pertimbangan
pelayanan Informasi, untuk dilakukan mediasi. .
Pada saat sengketa informasi berlanjut ke ranah hukum, Bagian
Hukum melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian
sengketa informasi

Badan pertimbangan pelayanan informasi menyelenggarakan
rapat koordipasi pembahasan dan memutuskan penyelesaian
sengketa informasi yang dilakukan secara musyawarah.

Hasil Keputusan Tim pertimbangan Pelayanan informasi

AitinAal- lanint DIDITY Anacenl mnwmsedalranmacn



PEMBAHASAN

. Aktivitas Pengelolaan Keluhan di www.slemankab.go.id

Dinilai dari sisi efektivitas pengelolaan keluhan di Kabupaten Sleman
yang dilakukan oleh sejumlah admin di beberapa instansi secara bersamaan
dapat dikatakan kurang efektif karena dapat menghambat proses
penanganan keluhan dan memperpanjang proses penjawaban keluhan. Akan
tetapi jika dilihat dari sisi keakuratan jawaban maka sistem m1 dinilai lebih
baik, karena setiap admin menguasai bidanganya masing-masing sehingga
Jawaban yang diberikan tentunya lebih memuaskan pemohon informast
dibanding jika jawaban yang diberikan secara umum oleh satu admin yang
tidak menguasai berbagai bidang.

Dengan pengelolaan yang melibatkan banyak admin memungkinkan
adanya perspektif yang beragam dari banyak admin dalam mengelola
keluhan. Keuntungan lain yang didapatkan dari banyaknya admin dalam

kepengurusan website adalah dimungkinkannya perspektif berbeda dari tiap

admin dalam menanggulangi keluhan yang muncul dari masyarakat, Contoh
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Gambar 3.4
Contoh respon keluhan yang melibatkan lintas instansi

Keluhan yang disampaikan oleh “sunu” pada dasarnya hanya berfokus

pada pengurusan sertifikat tanah yang dalam hal ini ditangani oleh admin

dari DPPD (Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah) akan tetapi untuk

menjawab keluhan tersebut melibatkan tiga admin yakni admin DPPD,

admin DPUP (Dinas Pekerjaan Umum dan Pemmahari) serta BPN sebagai

instansi terkait. Hal ini dimungkinkan karena adanya koordinasi antar admin

sehingga dapat memberikan jawaban yang diperlukan oleh masyarakat. Jika

pertanyaan hanya berhenti di DPPD atau DPUP maka pemohon informasi

tidak mendapat kejelasan kemana harus mengurus sertifikat tanah waris.

Berbeda halnya dengan adanya koordinasi antar admin maka admin dapat
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum menu surat
warga dianggap cukup membantu masyarakat dalam meﬁdapatkan informasi
secara akurat dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip internet sebagai
" media yang dapat memudahkan penggunanya meskipun secara geografis
berjauhan sekaligus menyingkat waktu yang dipergunakan. Meskipun
demikian kinerja yang lebih baik masih dibutuhkan untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang optimal.

“Kalau mau jawabannya lebih lengkap mungkin memang lebih
baik datang langsung ke kantor, tapi kayaknya malah kurang efektif
soalnya pelayanan di kantor kadang harus antri, belum lagi kalau
disana ternyata orang yang dicari tidak ada di tempat. Jadi daripada
buang waktu datang ke kantor saya lebih baik nanya lewat internet
saja, toh jawabannya juga cukup jelas kok. Nanti kalo masih
kurang ya bisa nanya lagi.” (Pengguna surat Warga, 12 Desember
2013) .

Dari hasil pengamatan peneliti atas kepuasan pengguna surat warga
menyampaikan bahwa mereka cukup puas dengan respon cepat Pemkab
SIemaﬁ dalam menjawab kelluhan yang disampaikan. Meskipun demikian,
secara eksplisit pengguna juga menyampaikan bahwa jawaban yang
'disampaikan kadang terlalu normatif dan kurang jelas séhingga
menimbulkan makna ambigu dan ketidakpastian bagi pengguna.

“Saya pernah menyampaikan keluhan tentang buruknya pelayanan
di Kelurahan Condong Catur. Petugasnya kurang sopan, alasannya
jam kerja sudah selesai padahal masih jam 12 siang. Kesal, saya
laporkan ke surat warga, jawabannya memang biasa saja, ‘Terima
Kasih atas sarannya, akan kami jadikan bahan evaluasi agar kinerja
kami lebih baik.” Saya memang ndak ngecek lagi ke website, tapi
waktu saya ke kelurahan lagi saya gak dilayani dengan ketus dan
blsa dilayani dengan cepat, buat saya se itu udah cukup.”
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Menurut Siti Nurtnawan Damanik, SH, MH terdapat beberapa faktor
dalam pemenuhan kepatutan pemerintah yaitu supremasi hukum (rule of
law), keterbukaan (fransparency), partisipasi masyarakét, dan akuntabilitas
(accountability). Keterbukaan (transparency) dengan mengedepankan
| supremasi hukum akan mengakibatkan adanya keterbukaan pemerintah
dalam memberikan berbagai informasi kepada rakyat atas program
pemerintah dalam memberikan berbagai informasi kepada rakyat atas
program pemerintah yang telah dilaksan;kan untuk dipertanggungjawabkan
kepada rakyat. Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat
untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang
dinilainya tidak transparan. Kepemerintahan yang baik bersifat terbuka akan
memberikan informasi/ data yang memadai kepada rakyat sebagai bahan
untuk melakukan penilaian jalannya pemerintahan. Contoh keterbukaan
adalah transparansi dalam pengelolaan/ penggunaan anggaran, transparansi
dalam pengambilan swatu keputusan, cali centre dalam pelayanan umum
dan keterbukaan melalui website pemerintah.

Pengelolaan ini dapat berjalan lancar jika masing-masing admin
memiliki kesadaran yang sama bahwa pengelolaan keluhan merupakan hal
yang sangat penting sebagai pondasi membangun reputgsi pemerintah yang
baik dalam mewujudkan good government. Lain halnya jika ada beberapa
~admin yang kurang memperhatikan pentingnya penanggulangan keluhan,

maka akan ditemukan sejumlah keluhan yang senada tidak terakomodasi
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kurangnya Kkoordinasi dalam tim dapat berujung reputasi negatif dari
Pemerintah Kabupaten Sleman.

Ketidakseragaman ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan
mengenai lalu lintas yang banyak tidak ditanggapi oleh Dinas Perhubungan
Sleman. Hal ini menuntut ketegasan dari pemegang kebijakan yang dalam
| hal ini adalah Kepala Bagian Humas untuk menegur admin yang
bersangkutan untuk memperbaiki kinerja keselurshan tim penanggulangan

keluhan.

Pemanfaatan  ‘Website  www.slemankab.go.id sebagai Media
Pengelolaan Keluhan

Sebagai media pengelola keluhan, maka website harus dapat mewakili
Pemerintah kabupaten Sleman sebagai penyedia informasi untuk melakukan
© Iwo way commum;cation dengan audiensnya yakni warga masyarakat
Sleman. Pemda Sleman memanfaatkan website sebagai media keluhan
dilatarbelakangi tingginya pengaruh teknologi komunikasi pada masyarakat
Kabupaten Sleman. Perkembangaﬁ teknologi yang semakin dinamis dan
inovatif menuntut Pemkab Sleman untuk memperbaharui cara
berkomunikasi konvensional dengan cara komunikasi yang melibatkan
masyarakat secara aktif. Salah satu indikator ke_berhasilan kinerja
pemerintah dapat diketahui dengan mengukur pendapat masyarakat.

Testimonial masyarakat ini dapat diketahui dengan melihat kecenderungan
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Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Onong Uchjana Effendy, MA
(1992:93) disebutkan bahwa fungsi two way communications dalam sebuah
organisasi selain untuk meberikan keuntungan juga dapat berfungsi untuk
membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya schingga
dapat mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yaﬁg ditimbulkan dari
pihak organisasi maupun dari pihak publiknya. Dengan demikian
pengelolaan keluhan menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat
keluhan merupakan salah satu bentuk evaluasi yang didapat organisasi
langsung dari publiknya.

Efektif atau tidaknya sebuah website dapat dilihat dari bagaimana
testimoni pengguna yang telah memanfaatkan fasilitas di dalamnya. Dari
sejumlah interview yang dilakukan kepada beberapa pengguna dapat dilihat
bagaimana efektivitas website di mata masyarakat penggunanya.

“Secara umum se saya bisa tahu apa saja yang ada di Sleman,
fasilitasnya, wisata, kulinernya walaupun Cuma dengan buka
website tapi kalau ingin tahu lebih banyak ya harus cari sumber
lebih banyak, tidak cukup dari website aja. Tapi kalau untuk
kebutuhan wisatawan websitenya sudah cukup membantu.
Informasinya memang lebih banyak seputar kebijakan pemerintah,
tapi setelah dibuka-buka lagi ada link-link lain tergantung

pengennya mencari informasi apa. (Pengguna Surat Warga 25
Oktober 2013)”

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa website Sleman dinilai
cukup komprehensif sebagai media publikasi kebijakan namun kurang

menarik untuk memberikan penjelasan yang terkait informasi umum. Hal
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website tidak hanya sebagai media komunikasi warga kepada pemerintah
namun juga sekaligus untuk mempromosikan potensi yang ada di Sleman.

Pemkab Sleman telah menentukan website sebagai salah satu media
pengelola keluhan dengan melihat dari segi demografis dimana sebagian
besar penduduk Kabupaten Sleman memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya warga pendatang yﬁng sebagian besar
merupakan mahasiswa pendatang yang tengah menempuh pendidikan di
Sleman. Kabupaten Slen;an sendiri merupakan wilayah DIY dengan jumlah
perguruan tinggi terbanyak yakni 68 perguruan 'tinggi. Dari perspektif ini,
penggunaan website sebagai media keluhan tentunya merupakan keputusan
yang sangat baik.

Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan atau
keluhan, maka desain website dibuat cukup mudah dikenali khususnya bagi
masyarakat yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.
Penempatan menu ‘Surat Warga® di website www.slemankab.go.id dinilai
" sudah cukup tepat. Menu ‘surat warga’ ditempatkan di top bar schingga
mudah ditemukan pengguna tanpa harus masuk ke menu lain sebelumnya.
Penempatan ini penting dilakukan, karena jika menu tidak didesain di
tempat yang mudah ditempatkan maka pemkab Sleman akan dinilai tidak
kooperatif pada masyarakat.

Selain itu, pengguna juga lebih dimudahkan dengan adanya link

banner ‘surat warga’ di sebelah kiri website. Link banner ini akan
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running text. Bentuk running text itu sendiri dimaksudkan untuk menarik

pengguna website sehingga dapat membuka link tersebut lebih jauh.
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| Gambar 3.5 !
Letak navigasi surat warga di www.slemankab.go.id
Meskipun demikian untuk mengoptimalkan fungsi website sebagai
media keluhan, diperlukan upaya lebih untuk membuat desain website yang
lebih menarik minat pengunjung. Jika hanya menamﬁilkan desain yang '.
_minimalis seperti yang ditampilkan pada website www.slemankab.go.id
maka justru menimbulkan keluhan lain dari pengguna yang mengkritik
media website itu sendiri. Tampilan website yang disajikan-pada website
www.slemankab.go.id dapat dikatakan kurang menarik dan tidak banyak
dilakukan upaya untuk memperbaharui tampilan, padahal tampilan pada
desain sebuah website sangat berpengaruh terhadap penilaian pengunjung,

Dari interview yang dilakukan dengan pengguna dapat disimpulkan bahwa
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“Desainnya kurang begitu menarik menurutku, kaku jadi agak
membosankan kalau diakses terus. Tapi saya akses kesitu kan
untuk nyampein keluhan saja jadi gak masalah. Mungkin kalau
desainnya lebih menarik kayak website-website yang komersil saya
bisa mengakses ke link lain, gak cuma buka surat warga aja.
(Pengguna Surat Warga 25 Oktober 2013)”

Menurut Sutisna (2008: 18-19) desain tampilan sangatiah
mempengaruhi pandangan pengunjung. Ketika pengunjung mendatangi
~ sebuah website, tampilan desain adalah hal pertama yang akan dilihatnya.
Maka ketika desain tampilan kurang menarik, tentulah pengunjung tidak
tertarik membuka website lebih detail ke menu-menu yang lain.

Hal tersebut berkaitan dengan pemilihan warna yang digunakan
website www.slemankab.go.id. Warna identitas organisasi dapat
menggambarkan  jati diri dari  sebuah  organisasi, = Website
www,slemankab.go.id melakukan hal ini dengan menempatkan warna biru
dengan nilat filosofi yang dinamis dan memegang keperéayaan sebagaimana
Pemkab Sleman itu sendiri. Menurut Feri Sulianta, warria menjadi salah satu
-tool ampuh bagi web desainer. Warna membantu menyampaikan pesan-
pesan tersirat, mengekspresikan kepribadian, pembeda, memberikan batasan
dan menandai konten atau mempertegas konten feri Sulianta, 2009: 49).

Namun warna yang ditampilkan di website www.slerﬁankab.go.id terlalu

sederhana dan minimalis, karena komposisi dominan yang digunakan pada
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Masih menurut Feri Sulianta (2009 : 50) di dalam mendesain website,

. gunakanlah tiga hingga 5 unsur warna yang saling berdekatan dan konsisten

pada setiap halamannya. Dengan menggunakan beberapa unsur warna yang
saling berdekatan, akan membuat desain website menjadi lebih hidup
dibandingkan dengan menggunakan satu atau dua warna. Jika pemkab
Sleman dapat mendesain websitenya dengan. menggunakan komposisi
warna yang baik seperti yang telah dijelaskan, tentu saha akan memberikan
keunggu‘lan.tersendiri untuk menarik pengguna website.

Selain itu dengan sedikitnya fitur multimedia sepe.rti animasi, website
www.slemankab.go.id terkesan monoton. Begitu pula pada persediaan

grafisnya seperti foto-foto di halaman utama. Foto-foto yang dimuat

terkadang banyak yang kurang begitu menarik dan dengan kualitas gambar

yang kurang baik. Hal tersebut erat kaitannya dengan komposisi fotografi

yang dapat mempengaruhi estetika suatu website. Komposisi dilakukan

'l-)erdasarkan. point of interest atau sesuatu yang paling menonjol pada foto

yang membuat seseorang langsung melihat kepadanya (Mirza Alwi, 2009:
30).

Unsur fotografi yang dimuat pada website sebagai pendukung

~ informasi sering kali tidak memiliki poin of interest. Kebanyakan foto yang

ditampilkan merupakan hasil kegiatan pimpinan daerah saja. Akan jauh
lebih baik jika foto yang ditampilkan merupakan foto hasil pembangunan

atau foto-foto kondisi masyarakat Sleman dan kegiatannya yang bernilai
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Pemkab Sleman. Pada dasarnya peranan dari foto-foto tersebut sangat besar
karena dapat menggambarkan secara langsung informasi yang tengah
diberitakan. Menurut Sulianta (2009:49) grafik sebagai representasi digital
yang non teks seperti gambar, diagram atau foto. Pada saat ini, kebanyakan
web telah menggunakan rancangan grafis yang penuh warna dan gambar
sebagai saya tariknya dalam menyampaikan pesannya.

Hal ini juga perlu diterapkan dalam proseé penanggulangan keluhan.
Ak.an jlauh lebih baik jika admin dapat menambahkan gambar, diagram, peta
dan visualisasi lain dalam menjawab keluhan dari masyarakat. Misalnya
untuk pertanyaan mengenai banyaknya peserta Ja;mkesmas di tiap

kecamatan dapat diperjelas dengan grafik atau diagram. Penambahan
visualiasasi berupa peta juga dapat memudahkan masyarakat yang
menanyakan tentang lokasi dan sebaran produk pembangunan di Sleman.

Tanpa penggunaan komponen-ko}nponen tersebut maka akan muncul
ketid_akseiniba_ngan antara grafis, konten dan anin‘lasi atau multimedia, Dl
satu sisi, konten yang disediakan telah cukup baik, namun untuk komponen |
lainnya masih belum maksimal. Menurut Dominikus, sebuah web terdiri
dari beberapa elemen pendukung seperti grafik, animasi dan content. Grafik
merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam desain web, conten
* merupakan isi dari web dan animasi dijadikan sebagai pemanis atau daya

tarik dalam desain web, ketiganya harus memiliki keseimbangan agar
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Berdasarkan pengamatan peneliti,tampilan website yang dipergunakan
oleh Pemkab Sleman pada website masih belum maksimal. Diantaranya
adalah komposisi warna yang ada pada website tersebut masih sangat
. minimalis sehingga daya atraktifitas sebuah website masih terbilang rendah.
Selain itu, gambar yang ada masih kurang berkualitas, bahkan ada beberapa
halaman berita yang tidak memuat gambar sebagai perwakilan berita.
Pengaruh kriteria tersebut cukup besar jika Pemkab Sleman dapat
memaksimalkan kualitas desain websitenya dengan lebih baik.

Dengan tidak maksimalnya pemanfaatan desain website tersebut,
maka akan berimbas pada nilai integritas yang dibawa. Dari fungsi dan
manfaat yang diberikan oleh sebuah media online khususnya website,
pengunjung mengharapkan informasi yang dapat memberikan kepuasan
tersendiri dalam mendapatkannya. Karena pengunjung telah menyadari
betul sifat-sifat dari sebuah website vang akan memberikan banyak
" informasi yéng lebih lengkap dan lebih cepat. Menurut Bob, Heyxi;en dan ’
Keifh Schaefer (Andi, 2003: 139 -142) Web mengundang pelanggan untuk
lebih memahami secara mendetail tentang merek suatu produk tertentu.
Web dapat menjadi referensi yang baik bagi pelanggan karena tersedia
informasi yang gamblang dan baik. ﬁahkan pelanggan merasa senang
karena dapat memperoleh informasi tersebut dalam waktu singkat dan tidak

'~ harus menunggu brosur yang dikirim dari perusahaan, Melihat dari
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hingga seluruh aspek di dalamnya dapat meningkatkan citra positif Pemkab
Sleman di mata masyarakat.

Berdasarkan kriteria website yang dipublikasikan oleh Gartner Group,
terdapat salah satu kriteria yang juga memiliki pengaruh besar yaitu pada
penilaian Site Functionality yang memiliki pengaruh hingga 25%. Site
Functionality merupakan kriteria yang menyangkut beﬁgm fasilitas dan

kemudahan yang tersedia di website. Dari pengamatan peneliti informasi di
website www.slemankab.go.id cukup lengkap dan mudah ditémukan namun
hal yang disayangkan adalah karena kurangnya frekwensi update informasi
pada website ini. Keunggulan lain dari segi site functionality ini, website
www.slemankab.go.id memiliki navigasi yang cukup bagus yang dapat
mengantarkan pengguna dengan mudah kepada informasu atau fasilitas
yang diinginkan pengguna.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, tentunya pemanfaatan
website www.slemankab.go.id sebagai media penanggulangan kcluhap'é-kan
memiliki pengaruh besar pada terciptanya pelayanaﬁ yané baik bagi
masyarakat. Pelayanan ini pada akhirnya akan memberikan keuntungan
jangka panjang bagi Pemkab Sleman berupa citra positif di masyarakat.
Pengunjung website akan mendapatkan manfaat saat membuka dan
menyampaikan keluhan melalui website www.slemankab.go.id. Hal ini
berkaitan erat dengan Kriteria terakhir yang jliga terdapat dalam analisis

Gartner Group sebagai lembaga riset duni yaitu customer value yang
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oleh para pelanggan yang mengakses website terkait. Website
www.slemankab.go.id memberikan manfaat instan kepada penggunanya
yang ingin menyampaikan keluhan dengan cepat, mudah dan murah.
Manfaat ini dirasakan pula oleh kolega atau pihak yang ingin menjalin
kerjasama dengan Pemkab Sleman karena pihak-pihak ini dapat melalukan
- observasi awal melalui website www.slemankab.go.id. Demikian juga
dengan pihak internal Pemkab Sleman yang juga merasakan manfaat atas
keberadaan website www.slemankab.go.id dalam rangka mengetahui
bagaimana pendapat masyarakat atas upaya pembangunan yang dilakukan
oleh Pemkab Sleman, hal ini sekaligus merupakan evaluasi bagi Pemkab

Sleman untuk meninjau kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Upaya Peningkatan Layanan Pengelolaan Keluhan

Penggunaan media online sebagai media per'langgulan'gan_ keluhan
dapat menjadi boomerang bagi Pemkab Sleman jikzi pengelolaannya tidak
dikelola dengan baik dan tidak dilakukan peningkatan iayanan secara
berkelanjutan. Oleh karena itu disamping kegiatan pengelolaan website
diperlukan upaya peningkatan layanan sehingga media ini tetap dipercaya
masyarakat sebagai media_kofnunikasi.

E-Government merupakan sistem TI yang dikembangkan oleh
l;emerhltah dalam memberikan pilihan kepada maS);arakat, untuk bisa

mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah. Selain

i 0 Macrarnmant mamanlran handnler smasmanfaatan TT sintualsr smaandolaae s



aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas internal maupun di
lingkungan Pemerintah Daerah serta aktivitas pelayanan publik.
Transparansi merupakan unsur penting untuk pengembangan e-
Government karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan
keadilan yang menjadi tanggungjawab dari aparatur negara. Pendayagunaan

e-Government bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang

* baik ( good governance ). Disamping itu, e-Government diharapkan dapat

mendukung perbaikan produktivitas dan efisiensi dalam instansi

' pemerintahan maupun peningkatkan petumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan good governance dibutuhkan dukungan IT dalam
transparansi informasi publik termasuk dalam penanggulangan keluhan
masyarakat. Konsep e-Govérnment diterapkan dengan tujnan bahwa
hubungan pemerintah dengan masyarakatnya dapat berla_ngsung secara

efisien, efektif dan transparan. Hal ini dipérlukan méngingat semakin

dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, se’hinggé ':pemer"intzi-h harus

dapat menyesuaikan fungsinya dalam penyelenggﬁfaan pemerintahan, agar
masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan
nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dcngan: pembenahan
sistem.

Selain itu seperti telah disebutkan di atas, e-Government ditujukan
untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik ( good governance )

yang tercermin dari pemerintahan yang bersih, transpeiran dan akuntabel.
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Government dalam pemerintahan yang modern karena mencerminkan nilai-
nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang merupakan tanggungjawab
dari aparatur negara.

Guna mengoptimalkan media website www.slemankab.go.id, Pemkab
Sleman telah melakukan beberapa upaya diantaranya dengan menambah
jumlah admin penanggulangan keluhan di lebih banyak instansi. Meskipun
sebelumnya tidak setiap instansi memiliki admin untuk mengelola keluhan
. mengenai instansinya saat ini seiring meningkatnya perkembangan
penggunaan website sebagai media keluhan oleh masyarakat serta
beragamnya pertanyaan dan keluhan yang diajukan masyamkat maka admin
pengelola keluhan ditambah jumlahnya sehingga memungkinkan pemberian
jawaban yang lebih lengkap dan aktuval. Dari jumlah admin yang awalnya
hanya berjumlah 18 kini pada tahun 2013 jumlah admin yang mengelola
keluhan totalnya 32 orang dari 48 instansi yang ada di Pemkﬁb Sleman,

Disamping menambah jumlah admin, upaya 'la.l.in .yarllg dilakukan
adalah .dengan menambah media penyebaran infoﬁﬁasi nielalui website.
Mulai tahun 2013, Pemkab Sleman telah membuat subdomain
www.ppid.slemankab.go.id. PPID (Pejabat. Pengelola Informasi
Dokumentasi) me.rupakan upaya Pemkab Sleman dalam mengoptimalkan
transparansi informasi publik. Melalui subdo_main ini x'naéyérakat dapat
langsung mengakses sejumlah informasi wajib seperti tentang

Jika upaya transparansi informasi dalam rangka perwujudan good
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~ di instansi pemerintahan dapat membawa berbagai manfaat antara lain

sebagai berikut :

- Peningkatan hubungan antar pemerintah, dan masyarakat umum.

- Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan hubungan antara berbagai

pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan perasaan saling
curiga dan kesalahan dari semua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk

. dapat menentukan pilihannya misalnya data tentang sekolah, rumah sakit,

dan lain-lain.

- Pelaksananan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh
koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video
konferensi. Bagi Pemkab Sleman yang memiliki area yang luas terdiri dari
17 kecamatan dengan kondisi geografis yang berjauhan hal ini akan sangat
membantu. Koordinasi, tanya jawab, diskilsi antar pimpinan daerah dapat

dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi yang sama, tidak lagi

harus berkumpul di satu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung

satu atau dua jam.

Sebagaimana disampaikan oleh Farid Hamid (2011:146) bahwa
sebagai lembaga non profit, pemerintah harus mampu menarik perhatian
publik meskipun tidak dapat berorientasi pada keuntungan materi. Lebih

dari itu humas pemerintahan yang baik justru harus mampu membina
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' eksternal, menciptakan komunikasi dua arah yang efektif antara publik dan
organisasi serta mampu memberikan masukan bagi top management demi
kepentingan organisasi.

Hal inilah yang dipraktekkan Humas Pemkab Sleman melalui surat
warga www.slemankab.go.id. Dari media ini telah diketahui bahwa
pemanfaatannya telah banyak memfasilitasi publik dalam mendapatkan
pelayanan mengenai keterbukaan informasi dan sekaligus membangun

komunikasi dua arah antara pemerintah dan publiknya yang pada akhimya
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